PERATURAN DESA BUYUT MEKAR
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TWRTALA DMUHA UV MEKAR KUCAMATAN MAJA
RANUPATIEN LUBAR

TENATURAN DESA BUYUT MEKAR
NOMON 7 TANUN 20232

rNTANQ

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUYUT MEKAR
FAHUN ANGGARAN 20233

DENCTAN RATIAT TUBLAN YANCG MAHA ESA
KEFALA DESA BUYUT MEKAR

Menmmbang @ as talwa Amgaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wipud dan pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara
erbuka dan bertangaung  jawab untuk sebesar-besarnya
Remaknmran masyvarvakat Desa;

Do baliwa Angaran Peadapatan dan Belanja Desa Tahun
Angmaran. 2023 termuat dalam Peraturan Desa  tentang
Angaaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2003 0 yvangy  disusun osesual dengan kebutuhan
peelengaaraan pemarintahan Desa berdasarkan  prinsip
Kebersamaan, efisiens, berkeadilan, berkelanjutan,
Derwawasan  lingkungan,  dan kemandirian  sehingga
menciptakan  landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat vang
adil, makmur, dan sejnhtera;

¢, balwa bendasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
dalam hurut a dan hurat b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Angaaran 20243,

Mengingat ¢ L Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang  Desa,
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia - Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54945 );

2. Undang- Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Thhun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor §887) sebagaimana telah
dinbah  beberapa kalt terakhiv dengan Undang-Undang
Nomaor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
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to

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Repubhk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Fepublk Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sehagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomar 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintan Nomor 65
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor
5717);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tznhun

2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggzaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemernn:ian
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belania
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones::
Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor <43
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );

iegara

.J

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang  Pedoman Pembangunan Desa Herita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 ).

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 ),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037 );
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Berita Nepara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 )i

11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

12, Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8
Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan [Danz Desa
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesiz Tzhun 2022
Nomor 960);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, [ Beritz
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2015 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Aivdll

2022 Nomor 7);

17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2019 Nomor 38);

18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2022 Nomor 305);

19. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2022 Nomor 444);

20. Peraturan Desa Buyut Mekar Nomor 3 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Buyut Mekar Tahun
2016 Nomor 3);

21. Peraturan Desa Buyut Mekar Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2020

22.Peraturan Desa Buyut Mekar Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Desa Buyut Mekar Tahun 2022 Nomor 4);
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUYUT MEKAR
dan
KEPALA DESA BUYUT MEKAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BUYUT MEKAR. TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BUYUT MEKAR TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan
perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 1.328.839.047,-
& 2. Belanja Desa Rp. 1.323.839.047, -
Surplus/Defisit Rp. 5.000.000,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 5.000.000,-

Selisih Pembiayaan (a-b) -5.000.000,-
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini :

r Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a. APB Desa;

b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;

c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,
jika ada.

Pasal 4
Kepala Desa  menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5
1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.
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J) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
Keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan  dalam  rancanpgan  peraturan  Desa tentang
perubahan APB Desa.

4 Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kritena
a. bukan merupakan kegintan normal dari aldivitas pemerintah Desa dan

tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjndi secara berulang;

¢. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dzlam ran
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar bizsz dan/ztau
permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

&
v
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Pasal 6

Dalam hal terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa padz tzhun
berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obisk
belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menvebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan

memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Buyut Mekar

Ditetapkan di Desa Buvut Mekar
Pada tanggal 27 Desember 2022

/ KEPALA_bEs\A BUYUT MEKAR
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LAMPIRAN

PERATURAN CESA BUYUT MEKAR

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUYUT MEKAR
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK URAIAN m?g:l;m KETERANGAN
1 2 3 4
4. PENDAPATAN
4.2, Pendapatan Transfer 1.326.839.047,00
4.3, Pendapatan Lain-lzin 2.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAM 1.328.839.047,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 229.620.000,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 313.408.927,00
5.3. Belanja Modal 690.810.120,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 90.000.000.00
JUMLAH BELANJA 1.323.839.047,00
SURPLUS / (DEFISIT) 5.000.000,00
6. PEMBIAY AAN
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00
622 Penyertaan ModalDesa | 5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC (5.000.000,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 0,00
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LAMPIRAN
PERATURAN DESA BUYUT MEKAR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES?

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BUYUT MEKAR
TAHUN ANGGARAN 2023

HEiiz,ENG URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
(Rp)
i 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
4.2, Pendapatan Transfer 1.326,839,047,00
4.3 Pendapatan Lain-lain 2,000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.328.839.047,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 423.009.047.00
1.1, Penyelenggaran Belan]a Siltap, Tunjangan dan Operasional 325.389.047,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 63.000.000,00 | ADD
1.1.01 | 5.1. Belanja Pegawal 63.000.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 148.000.000,00 | ADD
1.1.02 51, Belanja Pegawai 148.000.000,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.420.000,00 | ADD
1.1.03 5.1, Belanja Pegawai 5.420.000,00
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll 22.645.047,00 | ADD, DLL, PBH
1.1.04 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.764.927,00
1.1.04 | 5.3. Belanja Modal 1.880.120,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 13.200.000,00 | ADD, PBH
1.1.05 | 541, Belanja Pegawai 13.200.000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD {rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, 8.424.000,00 | ADD, PBH
Listrik dil)
1.1.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.424,000,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 37.800,000,00 | ADD, PEH
1.1.07 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 26.900.000,00 | DDS
1.1.08 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 26.900,000,00
1.2, Penyedlaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 55.000.000,00
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 55,000.000,00 | PBP
1.2.01 53, Belanja Modal 55,000.000,00
13. Pengelolaan Administrasl Kependudukan, Pencatatan Sipll, Statistik dan 10.700.000,00
Kearsipan
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 10.700.000,00 | DDS
1.3.02 | 52, Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00
13.02 | 53. Belanja Modal 2.500.000,00
23/02/2023 10:33:59 Halaman 1
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KADE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
1 2 3 4 5
1.4, Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 31.920.000,00
Pelaporan
1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APEDes (Re 1€.470.000.00 | Cos
guler)
1.4.01 | 52 Belanja Barang dan Jasn 16.470.000.00
1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reg 10.950.000,00 | OCs
uler)
1.4.02 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 10990000
1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarak 2000600 | PR
at
1.4.07 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 2.010.000.00
1.4,10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & 2,420.000.00 | =B~
BPFD
1.410 | 52, Belanja Barang dan Jasa 2.490.000.720
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 742.630.000.00
2.2 Sub Bidang Kesehatan 262.640.000,00
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 37.640.000.00 | cos PoF
2202 | 52, Belanja Barang dan Jasa 37.640.000,00
2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 225.000.000.00 | oos
22.04 | 53. Belanja Modal 225.000.000,00
2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 405.430.000,00
2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 179.530.000.00 | Dos
2.3.12 | 53. Belanja Modal 178.530.000,00
2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selok 226.800.000.00 | oos
an dll)
2.3.14 | 53. Belanja Modal 226.800.000,00
2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 30.780.000,00
2.5.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 30.780.000.00 | DOs
25.02 | 52. Belanja Barang dan Jasa S0.780.000.00
2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunlkasl dan Informatika 42.780.000,00
2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII) 2052000000 | oo
2.6.02 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 20.520.000.00
2.6.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lok 22.260.000.00 | pos
al Desa
2.6.03 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 22.260.000.00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN £8.200.000,00
a.1. Sub Bldang Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan 38.400.000,00
Masyarakat
3.1.,02 Penguatan & Peningkalan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemd 38.400.000.00 | ACO
a8s
3.1.02 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 38.400.000.00
3.2, Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 20.940.000,00
3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adal/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT R 20.940.000.00 | ADD. PBH
I, Raya Keagamaan dll)
Halaman 2
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KODE i
URAIA ANGGARAN ; "
REKENING N e SUMBERDANA
1 2 3 4 1)
3.2.03 52 Belanja Barang dan Jasa 200 94 O ()
3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2,000 G0 )
3.3.06 Pembinaan Karangtaruna kiub Kepemudaan/Olabiraga Tiogloat Desa 2 000, 0600 tu
3.3.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa ¢O00 L0006
3.4, Sub Bldang Kelembagaan Masyarakat VR IR T o
3.4.03 Pembinaan PRK LRl 7k ol e
3.4.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa B L0 O
2 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES 90,000,500 '
53. Sub Bidang Keadaan Mendesak 90 000 006 16 '
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 90.0C0.908 o
53.00 | 54. Belanja Tidak Terduga GO OO0 000 76 '
JUMLAH BELANJA 1321839 047 70
|
SURPLUS / (DEFISIT) 5.000.00C.00 i
|
6. PEMBIAYAAN
6.2 Pengeluaran Pembiayaan S 000000 71 ‘
{
PEMBIAYAAN NETTC (5.000.000.0C ]
)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAR o0 i
—_— . = !
oy

\Deu Buyut Mekar, 27 Desermbeer
N,
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